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' ANAN YANG MAHA ESA

§i g Majelis Hakim telah menjatuhkan

&Cerai Gugat antara:

(Perawat RSU. Anutapura), tempat kediaman di wilayah ,

Kota Palu, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Swasta (Teknisi), tempat kediaman di wilayah Kota Palu,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu
pada tanggal 03 Desember 2021 dengan register perkara Nomor
897/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 10 September 2014 di hadapan PPN KUA Kecamatan

Palu Barat, Kota Palu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXXXXXXXXX  tanggal XXX ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal
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adalah karena :

5.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain ;
5.2.Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan
Penggugat ;
5.3. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
5.4. Tergugat jarang berada di rumah ;
5.5. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan November 2016 ;

7. Bahwa akibat dari perselisihnan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada
bulan November 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat
telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu hak
dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi,

maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat
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hkanl.utala gtu ba rgugat (Xxxxxxxxxxx) terhadap

bé:\xxxxxxxx
he @’f pehurut ketentuan yang berlaku ;

aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
-Fotokopi Kutipan Akta Nlkah Nomor 928/10/1X/2014 tanggal 05
September 2014 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan, bermeterai
cukup, telah dinazagelen, sesuai dengan aslinya lalu diberi kode bukti P.
2. Bukti Saksi.
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e--L;L:.m:..;-n"I fgugat 2 (dua) orang anak;
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi
sejak tahun 2016;
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain
tanpa sepengetahuan Penggugat;
Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat;
Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat telah
meninggalkan Penggugat selama 5 tahun;
Bahwa tidak ada nafkah selama 5 tahun ini;
Bahwa saksi dan ibunya yang menafkahi Penggugat bersama anak-
anak-anaknya, karena sebagai orang tua Penggugat;
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 5
(lima tahun) yang lalu;
Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang saksi dan Tergugat
di rumabh istri barunya;
Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ;
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hernah datang, dan tidak pernah

\

gat, dan Tergugat sudah tidak

ati Penggugat, namun tidak

ol tida kun lagi;

XXX, Turg:a h, agama Islam, pendidikan SD,
an rumfafd_’ g?' e pat tinggal di wilayah Kota Palu;,
i%mmgﬁ ketgfdng

- Bahwa sakSt=kenal=tBagan Penggugat dan Tergugat karena saksi

an yang pada pokoknya sebagai

adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah kami di Palu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini
asuh oleh Penggugat;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah;

- Bahwa karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan lain;

- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya,;

- Bahwa nafkah Penggugat dan 2 (dua) orang anaknya ditanggung oleh
kami orang tuanya;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi orang tuanya dan
Tergugat tinggal bersama isteri sirinya;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi ;

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak

memperdulikan Penggugat lagi;
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jutnys Pengql;gat- enyatakan tidak akan mengajukan

1 )
o
K s'@gi{t dlan putusan ini, ditunjuk segala

(hyva
sesuatu {éFcara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak-terpisahkati=etari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun
2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai
adalah bahwa Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain,

Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan
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nafkah yang cukup kepada

dan keluarga Tergugat sering

perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 10 September 2014, relevan dengan dalil
yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai
ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 10 September 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat
(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi
dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan
dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain

dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta
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an materil sehingga keterangan

mbuktian yang dapat diterima

angan Penggugat, bukti tertulis
i telah menemukan fakta-fakta

ﬁ'g;ln ergugat pernah hidup rukun dan telah
Lm+ ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terhitung sejak 5 tahun
terakhir tidak rukun lagi akibat Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat bahkan telahmenikah siri dengan wanita lain;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali
juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketatapan hati untuk bercerai dengan
Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudahberusaha merukunkan, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi
pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun dan tidak ada
harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling
mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai
dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat
diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang

sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum
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karena itu perceraidn-dapatie
tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam:. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346

sebagai berikut:

ol ade gl lezg i) amg il auf, pac auil 13
Gl

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian
rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan

talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau
setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah
memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
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MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ( XXXXXXXXXXX )
terhadap Penggugat ( XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ) ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp315.000,00 ( tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan
dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Drs. Samsudin, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Drs. H. Abd. Rahim T,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aryati Yahya, S.Ag
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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ng Republik Indonesia

Drs. Samsudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryati Yahya, S.Ag

- Pendaftaran

- ATK Perkara :Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 160.000,00
- PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.
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